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Abstract. This study aims to analyze the development of the sociology of law through historical and
conceptual approaches in order to understand the relationship between law and social dynamics within
society. The sociology of law, as an interdisciplinary field integrating legal and sociological perspectives,
has experienced significant development at both theoretical and practical levels, from the classical thoughts
of scholars such as Eugen Ehrlich, Emile Durkheim, and Max Weber to contemporary approaches. This
research employs a qualitative method with a library research approach, utilizing various sources
including books, scholarly journals, and other relevant literature. The findings indicate that historically,
the development of the sociology of law cannot be separated from critiques of normative legal approaches
that tend to position law merely as written rules without considering the evolving social realities within
society. Conceptually, the sociology of law views law as a social phenomenon (living law) that is
continuously influenced by cultural, economic, and political factors. In this context, law functions not only
as an instrument of social control but also as a means of social engineering. Therefore, the sociology of
law holds a strategic role in explaining the effectiveness of law within society and serves as a foundation
for the development of a responsive, adaptive, and equitable legal system. Thus, a comprehensive
understanding of the historical and conceptual dimensions of the sociology of law is essential in addressing
the challenges of social change in the modern era.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sosiologi hukum melalui pendekatan
historis dan konseptual dalam rangka memahami relasi antara hukum dan dinamika sosial masyarakat.
Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum dan
sosiologi mengalami perkembangan yang signifikan, baik pada tataran teoritis maupun praktis, sejak
pemikiran tokoh klasik seperti Eugen Ehrlich, Emile Durkheim, dan Max Weber hingga berkembang dalam
kajian kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
pendekatan studi kepustakaan (library research), yang memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, jurnal
ilmiah, dan literatur relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis, perkembangan
sosiologi hukum tidak terlepas dari kritik terhadap pendekatan hukum normatif yang cenderung
menempatkan hukum semata-mata sebagai aturan tertulis tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang
berkembang dalam masyarakat. Secara konseptual, sosiologi hukum memandang hukum sebagai suatu
fenomena sosial (living law) yang senantiasa dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan politik. Dalam
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konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana
rekayasa sosial (social engineering). Dengan demikian, sosiologi hukum memiliki peran yang strategis
dalam menjelaskan tingkat efektivitas hukum dalam masyarakat serta menjadi landasan dalam
pembentukan sistem hukum yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang
komprehensif terhadap aspek historis dan konseptual sosiologi hukum menjadi sangat penting dalam
menjawab tantangan perubahan sosial di era modern.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Perkembangan Hukum, Pendekatan Historis, Analisis Konseptual

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan sosiologi hukum berangkat dari pemahaman bahwa hukum
tidak hanya merupakan seperangkat norma yang bersifat formal, tetapi juga
merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum
hadir sebagai hasil interaksi antara nilai, norma, dan realitas sosial, sehingga
keberlakuannya sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat itu sendiri. Dengan
demikian, hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai aturan tertulis,
melainkan harus dilihat dalam konteks sosial yang melatarbelakanginya (Wiratama,
2023). Secara historis, perkembangan sosiologi hukum dipengaruhi oleh mazhab
sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, yang menekankan bahwa
hukum berkembang dari jiwa dan budaya masyarakat (volkgeist). Pandangan ini
menolak konsep hukum universal yang dipaksakan, dan lebih menekankan pentingnya
kebiasaan serta tradisi sebagai dasar pembentukan hukum. Dengan demikian, hukum
dipahami sebagai hasil evolusi sosial yang bersifat organik dan kontekstual (Muhar

Buyung, 2023)

Dalam perkembangan selanjutnya, sosiologi hukum juga dipengaruhi oleh
pemikiran filsafat hukum klasik dan modern yang menekankan pentingnya
perlindungan hak asasi manusia sebagai tujuan utama hukum. John Locke, misalnya,
menegaskan bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar individu,
termasuk hak atas kehidupan dan kepemilikan. Oleh karena itu, hukum harus mampu
menjamin perlindungan tersebut tanpa melampaui batas kewenangannya (Samekto,
2019). Perkembangan konseptual sosiologi hukum juga menunjukkan bahwa hukum
selalu mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial. Perubahan dalam
struktur ekonomi, politik, dan budaya mendorong terjadinya reformasi hukum agar

tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hukum
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bersifat dinamis dan harus responsif terhadap perkembangan sosial yang terjadi

(Rohman et al., 2024) .

Selain itu, sosiologi hukum menekankan pentingnya efektivitas hukum dalam
praktik sosial. Hukum tidak hanya dinilai dari segi normatif, tetapi juga dari sejauh
mana hukum tersebut diterima, dipatuhi, dan diimplementasikan dalam kehidupan
masyarakat. Keberhasilan hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan
budaya hukum, yaitu nilai, sikap, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum
(Wasitaatmadja, 2017) . Dalam konteks ini, teori budaya hukum dari Lawrence M.
Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama,
yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini saling
berkaitan dan menentukan apakah suatu hukum dapat berjalan secara efektif dalam
masyarakat. Tanpa dukungan budaya hukum yang baik, hukum cenderung sulit untuk
diterapkan secara optimal (Wasitaatmadja,2017). Dalam konteks Indonesia,
keberadaan sosiologi hukum menjadi sangat penting mengingat masyarakatnya yang
plural dan beragam. Hukum dituntut untuk mampu mengakomodasi berbagai nilai
budaya, agama, dan kepentingan sosial yang berbeda. Apabila hukum tidak
mempertimbangkan  keragaman tersebut, maka berpotensi menimbulkan
ketidakefektifan bahkan konflik sosial dalam masyarakat (Selly, 2023)  Selain itu,
perkembangan sejarah hukum di Indonesia, khususnya dari masa Orde Baru hingga
Reformasi, menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengaturan hukum yang
lebih terbuka dan demokratis. Namun demikian, tantangan baru juga muncul, seperti
kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan stabilitas sosial. Hal
ini menunjukkan bahwa hukum harus terus berkembang mengikuti dinamika sosial

dan politik yang ada (Amer, 2020) .

Dengan demikian, perkembangan sosiologi hukum secara historis dan
konseptual menunjukkan bahwa hukum merupakan produk interaksi sosial yang terus
berkembang. Pendekatan sosiologi hukum memberikan pemahaman bahwa hukum
tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai
keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Rohman

etal., 2024)
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2. KAJIAN TEORITIS
1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal
balik antara hukum dan masyarakat, baik dari aspek pembentukan, penerapan,
maupun efektivitasnya. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami
sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi
oleh nilai, budaya, dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan
sosiologi hukum menekankan pada bagaimana hukum bekerja dalam realitas
sosial, bukan sekadar dalam teks normatif (Rohman et al., 2024). Pandangan
tersebut sejalan dengan pemikiran dalam kajian sosiologi hukum yang
menyatakan bahwa hukum harus dianalisis melalui pendekatan empiris untuk
memahami bagaimana masyarakat merespons dan mengimplementasikan
hukum. Sosiologi hukum cenderung bersifat deskriptif dengan menggunakan
metode ilmu sosial, berbeda dengan ilmu hukum normatif yang bersifat
preskriptif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari
struktur sosial yang melingkupinya (Laksana et al., 2017)

2. Teori Sosiologi Hukum
a. Living Law (Eugen Ehrlich)

Teori living law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menegaskan bahwa
hukum yang sesungguhnya hidup adalah hukum yang berkembang dalam
praktik kehidupan masyarakat sehari-hari, bukan hanya hukum yang tertulis
dalam peraturan perundang-undangan. Konsep ini menekankan bahwa
efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai dan
norma sosial yang berlaku (Rambe, 2021). Sejalan dengan itu, pendekatan
sociological jurisprudence juga menckankan pentingnya kesesuaian antara
hukum negara dengan realitas sosial masyarakat. Hukum yang tidak
mencerminkan kondisi sosial cenderung tidak efektif dan sulit diterapkan. Oleh
karena itu, pembentukan hukum harus mempertimbangkan kebutuhan nyata
masyarakat agar dapat berfungsi secara optimal (Rohman et al., 2024). Dari

kedua pandangan tersebut terlihat adanya kesamaan bahwa hukum tidak boleh
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bersifat formalistik semata, melainkan harus mencerminkan kehidupan sosial

masyarakat (law in action), bukan hanya law in books.
b. Mazhab Sejarah (Friedrich Carl von Savigny)

Mazhab sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny menyatakan
bahwa hukum berkembang secara organik dari kesadaran kolektif masyarakat
yang dikenal sebagai volkgeist. Dalam pandangan ini, hukum tidak dibuat
secara tiba-tiba, melainkan ditemukan dan berkembang melalui kebiasaan serta
tradisi masyarakat (Wasitaatmadja, 2019). Pandangan ini didukung oleh kajian
sejarah hukum yang menunjukkan bahwa perkembangan hukum tidak dapat
dilepaskan dari konteks sosial dan budaya suatu bangsa. Hukum yang
dipaksakan tanpa mempertimbangkan nilai lokal cenderung tidak efektif dan
sulit diterima oleh masyarakat (Darmawan et al., 2022). Jika dibandingkan
dengan teori /iving law, keduanya memiliki keterkaitan yang kuat, yaitu sama-
sama menekankan bahwa hukum harus bersumber dari masyarakat. Namun,
mazhab sejarah lebih menitikberatkan pada aspek historis dan budaya,
sedangkan /iving law lebih fokus pada praktik sosial yang berlangsung dalam

kehidupan sehari-hari.
¢c. Teori Budaya Hukum (Lawrence M. Friedman)

Teori budaya hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman
menyatakan bahwa keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur
utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Budaya
hukum mencakup nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang

sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat (Wasitaatmadja, 2017) .

Dalam konteks ini, hukum akan berjalan efektif apabila didukung oleh budaya
hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, apabila budaya
hukum masyarakat tidak mendukung, maka hukum cenderung tidak berjalan
dengan baik meskipun secara normatif telah dirumuskan dengan baik (Rohman

etal., 2024) .

Jika dibandingkan dengan teori sebelumnya, teori Friedman memberikan

pendekatan yang lebih sistematis karena tidak hanya melihat sumber hukum
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dari masyarakat, tetapi juga memperhatikan struktur dan substansi hukum

sebagai satu kesatuan sistem.
3. Hubungan Hukum dan Masyarakat

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik, di mana hukum
mempengaruhi perilaku masyarakat, dan sebaliknya masyarakat juga
mempengaruhi pembentukan hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum,
hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial sekaligus sarana untuk
menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat (Rohman et al.,
2024). Namun demikian, efektivitas hukum sangat bergantung pada
penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Dalam masyarakat yang
plural, seperti Indonesia, hukum harus mampu mengakomodasi berbagai nilai
budaya, agama, dan kepentingan sosial agar dapat diterima dan dijalankan
secara efektif (Selly, 2023). Dengan demikian, hukum tidak dapat dipisahkan
dari masyarakat, karena hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari

kehidupan sosial itu sendiri.
4. Perkembangan Historis Sosiologi Hukum

Perkembangan sosiologi hukum secara historis menunjukkan adanya
pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat kaku menuju hukum yang
lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial. Pada masa awal,
hukum cenderung bersifat formal dan dikendalikan oleh negara, seperti yang
terjadi pada masa Orde Baru di Indonesia (Amer, 2020). Seiring dengan
perkembangan masyarakat dan era reformasi, hukum mulai mengalami
perubahan dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi kebebasan individu
dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum terus
berkembang mengikuti dinamika sosial, politik, dan budaya yang terjadi
(Rohman et al., 2024). Selain itu, teori evolusi hukum seperti yang
dikemukakan oleh Henry Maine juga menjelaskan bahwa masyarakat
berkembang dari sistem berbasis status menuju sistem berbasis kontrak.
Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum menjadi semakin fleksibel dan
adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Palinggi & Prayogyandarini,

2020). Dengan demikian, perkembangan historis sosiologi hukum menegaskan
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bahwa hukum merupakan hasil proses panjang yang dipengaruhi oleh
perubahan sosial, budaya, dan politik, sehingga tidak bersifat statis melainkan

dinamis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi
pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian dilakukan dengan
mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan
dengan topik perkembangan sosiologi hukum. Sumber data dalam penelitian ini
merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik yang diakses
melalui database ilmiah, seperti Google Scholar dan sumber terpercaya lainnya. Data
tersebut kemudian dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan
menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan sosiologi
hukum. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis
kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara
menguraikan konsep-konsep utama, membandingkan berbagai pandangan dari sumber
yang berbeda, serta mengkaji keterkaitan antar teori untuk memperoleh pemahaman yang

komprehensif mengenai perkembangan sosiologi hukum secara historis dan konseptual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan sosiologi hukum secara historis
tidak terlepas dari pengaruh mazhab sejarah yang menempatkan hukum sebagai hasil
perkembangan masyarakat. Dalam artikel Saipul Rohman dijelaskan bahwa hukum
berkembang secara bertahap mengikuti dinamika sosial dan tidak dapat dipisahkan dari
konteks budaya masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum bersifat evolutif
dan tidak statis. Namun, dalam jurnal lain dijelaskan bahwa perkembangan historis
hukum tidak hanya dipengaruhi oleh budaya, tetapi juga oleh perubahan struktur sosial
dan politik. Artikel dalam file pertama menekankan bahwa perubahan sistem
pemerintahan dan kondisi sosial, seperti masa Orde Baru hingga Reformasi, turut
membentuk karakter hukum di Indonesia yang semakin terbuka dan responsif terhadap
masyarakat. Dari kedua pandangan tersebut terlihat bahwa terdapat keterkaitan, yaitu
sama-sama menempatkan masyarakat sebagai faktor utama perkembangan hukum. Akan

tetapi, terdapat perbedaan penekanan, di mana Rohman lebih menyoroti aspek budaya
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dan sejarah, sedangkan sumber lain lebih menekankan faktor politik dan perubahan sosial
sebagai pendorong perkembangan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep
living law menjadi salah satu teori penting dalam perkembangan sosiologi hukum. Dalam
kajian oleh Eugen Ehrlich yang dibahas dalam jurnal Rohman, dijelaskan bahwa hukum
yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-
hari, bukan hanya hukum tertulis. Sementara itu, dalam artikel lain (Zarianto &
Adityarani), ditegaskan bahwa konsep /iving law sangat relevan dalam konteks Indonesia
yang memiliki keragaman budaya. Hukum adat dan kebiasaan masyarakat seringkali
lebih efektif dibandingkan hukum formal karena lebih dekat dengan kehidupan
masyarakat. Jika dibandingkan, kedua jurnal tersebut memiliki kesamaan pandangan
bahwa hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai aturan formal. Namun, terdapat
perbedaan konteks, di mana Rohman lebih menekankan aspek teoritis dari Ehrlich,
sedangkan Zarianto dan Adityarani lebih menekankan penerapan konsep tersebut dalam

masyarakat Indonesia.

Dalam kajian lain, pemikiran Friedrich Carl von Savigny menunjukkan bahwa
hukum berasal dari jiwa bangsa (volkgeist). Hal ini diperkuat dalam jurnal yang kamu
kirim bahwa hukum tidak dapat dipaksakan secara universal karena setiap masyarakat
memiliki karakteristik yang berbeda. Namun demikian, dalam artikel lain dijelaskan
bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan, karena terlalu menekankan tradisi sehingga
kurang responsif terhadap perubahan sosial modern. Oleh karena itu, muncul pendekatan
baru dalam sosiologi hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat. Hasil
kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh budaya
hukum masyarakat. Dalam teori Lawrence M. Friedman dijelaskan bahwa hukum terdiri
dari tiga unsur: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam jurnal Rohman, dijelaskan
bahwa meskipun hukum telah dibuat secara formal, keberhasilannya tetap bergantung
pada penerimaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan jurnal lain yang menekankan bahwa
rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menyebabkan hukum tidak berjalan
efektif. Dari kedua sumber tersebut terlihat bahwa terdapat kesamaan pandangan, yaitu
budaya hukum menjadi faktor kunci keberhasilan hukum. Namun, perbedaannya terletak

pada fokus analisis:

a. Friedman — pendekatan sistem hukum secara teoritis
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b. Jurnal lain — lebih menyoroti praktik di masyarakat

Berdasarkan hasil analisis, hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik.
Dalam jurnal Rohman disebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengendalian
sosial, sedangkan masyarakat menjadi faktor yang menentukan apakah hukum tersebut
efektif atau tidak. Sementara itu, dalam jurnal Zarianto & Adityarani dijelaskan bahwa
dalam masyarakat Indonesia, hukum seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal dan
budaya yang hidup. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara hukum formal dan

praktik di lapangan.

Jika dibandingkan, kedua jurnal tersebut menunjukkan hubungan yang saling

melengkapi, yaitu:
a. Hukum mempengaruhi masyarakat (kontrol sosial)
b. Masyarakat mempengaruhi hukum (living law)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa
mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat
disimpulkan bahwa perkembangan sosiologi hukum menunjukkan adanya pergeseran
dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih sosial dan kontekstual. Berbagai
teori seperti /iving law, mazhab sejarah, dan budaya hukum memiliki keterkaitan dalam
menempatkan masyarakat sebagai pusat dari hukum, meskipun dengan penekanan yang
berbeda. Oleh karena itu, hukum harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan terus

berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat.

3. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara garis besar dapat
disimpulkan bahwa

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian mengenai perkembangan sosiologi hukum dari
perspektif historis dan konseptual, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan
cabang ilmu yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma formal, tetapi sebagai

fenomena sosial yang dinamis dan berkembang seiring perubahan masyarakat.
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Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai, budaya, dan
struktur sosial yang melingkupinya. Secara historis, perkembangan sosiologi hukum
dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran, seperti mazhab sejarah yang dipelopori oleh
Friedrich Carl von Savigny, yang menekankan bahwa hukum tumbuh dari kesadaran
kolektif masyarakat (volkgeist). Di sisi lain, konsep living law dari Eugen Ehrlich
menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup adalah hukum yang berkembang
dalam praktik sosial sehari-hari. Kedua teori tersebut menunjukkan bahwa masyarakat
memiliki peran sentral dalam pembentukan dan keberlakuan hukum. Selanjutnya, teori
budaya hukum dari Lawrence M. Friedman memperkuat bahwa efektivitas hukum tidak
hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum
masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan suatu sistem hukum sangat bergantung pada
tingkat penerimaan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut.
Hasil analisis juga menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hukum dan
masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, namun pada saat yang
sama, masyarakat turut menentukan arah perkembangan hukum melalui nilai, kebiasaan,
dan praktik sosial yang berkembang. Dalam konteks Indonesia yang plural, keberadaan
sosiologi hukum menjadi semakin penting untuk menjembatani antara hukum formal dan

realitas sosial yang beragam.

Secara konseptual, perkembangan sosiologi hukum menunjukkan adanya
pergeseran paradigma dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih empiris
dan kontekstual. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus bersifat adaptif, responsif, dan
mampu mengakomodasi dinamika sosial agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur

kehidupan masyarakat.
b. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan

secara akademik dan praktis:

Pertama, dalam pengembangan ilmu hukum, perlu adanya penguatan pendekatan
sosiologi hukum sebagai dasar dalam memahami hukum secara lebih komprehensif.
Kajian hukum tidak seharusnya hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga harus

memperhatikan realitas sosial dan kondisi empiris masyarakat.
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Kedua, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat kebijakan
perlu mempertimbangkan konsep /iving law agar hukum yang dihasilkan tidak bersifat
formalistik semata, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum akan lebih efektif dan memiliki legitimasi

sosial yang kuat.

Ketiga, diperlukan upaya peningkatan budaya hukum masyarakat melalui pendidikan dan
sosialisasi hukum yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal

sebagai alat pengendalian sosial.

Keempat, dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya, hukum nasional
sebaiknya mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip
keadilan dan kepastian hukum. Integrasi antara hukum formal dan hukum yang hidup di

masyarakat perlu dilakukan secara seimbang untuk menghindari konflik sosial.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih
mendalam dengan pendekatan empiris, seperti studi lapangan, guna mengkaji bagaimana
hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini akan memperkaya
kajian sosiologi hukum dan memberikan kontribusi yang lebih konkret terhadap

pengembangan ilmu hukum.
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